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BUPATI BELITUNG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 
 

NOMOR 6 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG          

NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH             

AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melakanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, 

Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air 

Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu 

merubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2016; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Belitung Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Belitung Tahun Anggaran 2016; 
 

 

 

Mengingat :…. 

SALINAN 
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Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1821); 
 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4812); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara 

yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, 

Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan 

Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 280); 

8. Peraturan…. 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat 

Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, 

Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air 

Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung 

Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1990 

Seri D Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 

2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Belitung Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 

2008 Nomor 16); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Belitung Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 14); 
 

 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

dan 

BUPATI BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

KABUPATEN BELITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR 

MINUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016. 

  

 

 

PASAL…. 
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PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 14), diubah 

sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

(1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan 

kepada masyarakat serta memperkuat struktur modal 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung, 

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penambahan 

penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Belitung 

(2) Dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Pusat 

berdasarkan hibah non kas Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung 

melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung dalam 

bentuk non kas. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2)  diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2016. 

 

 

3. Diantara…. 
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(2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebesar Rp.758.700.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). 

 

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah satu Pasal yakni Pasal 

2A  yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2A 

(1) Dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2), Pemerintah Kabupaten Belitung 

melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk 

non kas yang berasal dari Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.796.810.000,00 (tiga 

miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus 

sepuluh ribu rupiah). 

(2) Penambahan penyertaan modal dalam bentuk non kas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 

PASAL II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. 

 

 

Ditetapkan di Tanjungpandan 

Pada tanggal 5 Oktober 2016 

BUPATI BELITUNG, 
 

 
Ttd. 

 

 
SAHANI SALEH 

 

 Diundangkan…
. 

PARAF KOORDINASI 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 

 
 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 

 
 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

9. 
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Diundangkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 5 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG, 

 
Ttd. 

 
 

KARYADI SAHMINAN 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 6 
 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI 

KEPULAUAN B 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.6/2016) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
 

 
IMAM FADLLI, SH 

NIP. 197109152001121002 


